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1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851)

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan
pemeriksaan, diperlukan adanya pendelegasian kewenangan
secara khusus untuk menandatangani surat tugas pemeriksaan
pada Inspektorat Kabupaten Bandung Barat, sehingga kegiatan
tersebut dapat berjalan secara obyektif, tepat waktu dan tepat
sasaran:

b. bahwa pendelegasian kewenangan termaksud dalam huruf a,
diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Mengingat

Menimbang

TENTANG

WEWENANG PENANOATANGANAN SURAT TUGAS PENGAWASAN 01
LlNGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANOUNG BARAT

BUPATI BANOUNG BARAT,

PERATURAN BUPATI BANOUNG BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2007
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BAB II
PENGAWASAN

Pasal2

Pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui kegiatan
pemeriksaan,monitoringdan evaluasi.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal1
DaiamPeraturan Bupati BandungBarat iniyangdimaksuddengan:
1. Oaerahadalah KabupatenBandungBarat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggarapemerintahandaerah.
3. Bupatiadalah BupatiBandungBarat.
4. SekretarisDaerahadalahSekretarisOaerahKabupatenBandungBarat.
5. Inspektoratadalah InspektoratKabupatenBandungBarat.
6. Inspekturadalah InspekturKabupatenBandungBarat.
7. SekretarisInspekturadalahSekretarisInspekturKabupatenBandungBarat.
8. Pengawasan adalah proses yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan

daerah berialan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan
peraturanperundang-undangan.

MEMUTUSKAN:

WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT TUGAS
PEMERIKSAAN01 LlNGKUNGANINSPEKTORAT KABUPATEN
BANDUNGBARAT

Menetapkan

5. Undang-Undan N
Kabupaten B g ornor 12 T~hun ~007 tentang Pembentuksn
Negsrs Re ~~dungBarat dl Provinsi Jawa Barat (Lembsran
Lemberan~u Ik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan
P egaraRepublikIndonesia Nomor4688);

6. eraturan Ment I D
Pedoman T er slam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Kabupaten/Kata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
MenteriOal ota, seb~gaimanatelah diubah dengan Peraturan
Atas Pe tam NegenNomor9 Tahun 2008 tentang Perubahan
tenta pra uran Menteri Dalsm Nageri Nomor 3 Tahun 2005
Kabug tedomanTata NaskahDinas di LingkunganPemerintahpaen/Kota;

7. PeraturanM t .Pedo enen DalamNageriNomor23 Tahun 2007 tentBng
Peme~~~h6e~:ra~ra Pengawas8n Atas Penyelenggaraan,

8. ~e~aturanMenterlDelamNeger!Nomor25 Tahun 2007 tentang
De o~an PenangenenPengeduanMesyarakat di Lingkungan
epa emenDelemNegeridenPemerintahDaerah;

9. PeraturanMenter;DalamNegeriNomor28 Tahun 2007 tentang
Norma. Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas
Pemenntah;

10. PeraturanBupati BandungBaretNomor6 Tahun 2007 tentang
Inspektorat Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah
KabupatenBandungBaratNomor6 Seri D);
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BAS
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2007NOMOR 18

Diundangkan di Padalarang
padatanggal

BABIV
KETENTUAN PENUTUP

PasalS
peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini
denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Pasal4
penandatanganan ke~utusan dan surat-surat di bidang pengawasan dan pemeriksaan
dilaksanakan secara hlerarkl dan sesual dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEWENANGANPENDANDATANGANAN

Pasal3
(1)pena~datanga~ keputusan dan surat-surat di bidang pengawasan dilaksanakan oleh

Bupatl, atau PeJ.abatyang ditunjuk.
(2)peja~at sebagalma~a dimaksud pada ayat (1) yaitu Inspektur.
(3)Apablla Inspektur tldak dapat menandatangani karena sakit, cuti, izin atau sedang

rTlelak~anakan tugas, ~nandatanganan dilaksanakan oleh pelaksana harian.
(4)petunJuk pelaksa~a hanan sebagaimana dlmaksud pads ayst (3), dltetapkan denganKeputusan Bupati.


